
Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Bali

DANA TUGAS PEMBANTUAN

hukumonline.com

1. PENDAHULUAN
Dalam pelaksanaan pemerintahan setelah era reformasi, Indonesia menerapkan

otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.1

Pelaksanaan urusan pemerintahan juga tidak lagi sentralisasi hanya pada

pemerintah pusat. Dianutnya desentralisasi memberikan dampak adanya penyerahan

urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom. Desentralisasi adalah

penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom

berdasarkan asas otonomi.2 Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara

1Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan,

dan menyejahterakan masyarakat. 3 Sehingga Pemerintahan Daerah tidak hanya

menyelenggarakan apa yang menjadi urusan daerah, tapi juga melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada

daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan menurut asas otonomi daerah dan

tugas pembantuan.

2. PERMASALAHAN
1. Apa yang dimaksud dengan Dana Tugas Pembantuan?

2. Bagaimanakah mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Tugas

Pembantuan?

3. PEMBAHASAN
3.1 Dana Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah

otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah provinsi.4 Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam

melaksanakan Tugas Pembantuan. 5 Anggaran untuk melaksanakan Tugas

Pembantuan disediakan oleh yang menugasi.6 Pelaksanaan pelimpahan sebagian

urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada instansi vertikal di daerah didanai

melalui anggaran kementerian/lembaga. Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan penugasan dilakukan

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

3Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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kepatuhan.7 Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah

provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan.8

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.9 Sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendanaan dalam

rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah

melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah yang pendanaannya

disesuaikan dengan penugasan yang diberikan.10 Pendanaan dalam rangka Tugas

Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang

menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah. 11 Dana Tugas

Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang

dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian

negara/lembaga.12

3.2 Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Tugas Pembantuan

1. Penyaluran Dana Tugas Pembantuan
Mengenai penyaluran Dana Tugas Pembantuan diatur dalam ketentuan Pasal 96

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menentukan:

(1) Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.

(2) Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.

7 Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsenterasi dan Tugas
Pembantuan.
8Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan.
9Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah.
10 Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
11Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.
12 Pasal 95 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah.
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(3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Tugas Pembantuan,

sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.

(4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, saldo

tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

(5) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka

penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke

Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan,

penerimaan dimaksud wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebagai

Penerimaan Negara Bukan Pajak, sepanjang hasil pelaksanaan Dana Tugas

Pembantuan tersebut belum dihibahkan.13

2. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara

terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan

Desentralisasi. 14 SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Tugas

Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:15

a. Laporan manajerial yang meliputi:

1. Perkembangan realisasi penyerapan dana;

2. Pencapaian target keluaran;

3. Kendala yang dihadapi; dan

4. Saran tindak lanjut.

b. Laporan akuntabilitas meliputi:

1. Laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,

dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Laporan Barang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang

mengatur mengenai penatausahaan BMN.

Gubernur/bupati/walikota melampirkan laporan keuangan tahunan atas

pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dalam Laporan Pertanggungjawaban

13 Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
14Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah.
15 Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
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Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD). 16 Lampiran laporan keuangan tahunan dapat

disampaikan kepada DPRD baik secara bersama-sama atau terpisah dengan

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 17 Penyampaian laporan

keuangan tahunan merupakan bagian pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan Dana Tugas Pembantuan di wilayahnya.18

4. PENUTUP
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan

oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan Tugas Pembantuan. Penyaluran Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui

Rekening Kas Umum Negara. Apabila pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan

menghasilkan penerimaan, penerimaan dimaksud wajib disetorkan ke Rekening Kas

Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sepanjang hasil pelaksanaan

Dana Tugas Pembantuan tersebut belum dihibahkan. Penatausahaan keuangan dalam

pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan

dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi. SKPD yang menjadi pelaksana

kegiatan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban.

16Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
17Pasal  35 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
18Pasal 35 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
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DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penulis: Ni Gusti Ayu Hendrani Sukma Lestari (Tim UJDIH BPK Perwakilan Bali)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan

disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat

instansi.


